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Abstrak

Penclitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui dan memahami bentuk
kewenangan Pemerintah dalam menghadapi proses pengadaan tanah dengan
menggunakan dasar mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan guna
kepentingan umum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah ,serta menganalisa
hambatan yang terjadi ketika dilaksanakan proses pengadaan tanah guna
kepentingan umum ketika secara teoritis imbalan harus diberikan secara patut dan
adil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan pada perundang-undangan dan pendekatan pada konseptual.
Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk wujudkan kesejahteraan umum.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 discbutkan bahwa Gubernur
sclaku kepala daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam proses persiapan
pengadaan tanah guna kepentingan umum setelah menerima dokumen
perencanaan pengadaan tanah, kemudian tahapan penyelengaraan pengadaan
tanah haruslah sesuai dengan mekanisme tahapan kegiatan perencanaan, persiapan,
pelaksanaan, dan penyerahan hasil dan apabila terjadi hambatan pemerintah
berkewajiban melakukan musyawarah pemberian ganti kerugian serta
memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berdasarkan prinsip
keadilan, kemanfaatan, kesepakatan dan keberlanjutan.

Kata kunci : Pengadaan Tanah, Pembangunan, Kepentingan Umum.



